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a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan
evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, diperlukan langkah pengukuran kinerja dari
setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Unit
Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. bahwa bp.(dasarkan pertimbangan sebagaimana
di"laksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungall tentang Pedoman Pengukuran
Indikator Kincrj3 di :"'Jngkungan Kementerian
Perhubungan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Incloncsla Tahun 20CJ Nomor 47, Tambahan Lernbaran
Negara Rep~JblikIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negar::l Republik Indonesia Nomr 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Fcrneriksaan Pengalc.laan Oo(l Tanggung Jawab
KeLlangt=lr, Negara (Lembaran Negara Republik
IndortesiCJNomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia !\lomer 4400);

4. Undang-Ul1dang Nomor 39 "Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembamn Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4916);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Oan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik
Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun
2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEOOMAN PENGUKURAN INOIKATOR KINERJA
01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

2. Sekretariat Jenderal adalah adalah Unit Organisasi di Kementerian
Perhubungan yang mempunyai tugas melakukan dukungan manajemen di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

3. Unit Kerja adalah Unit Kerja Setingkat Eselon I, Unit Kerja Setingkat Eselon II,
dan Unit Kerja Mandiri yang melaksanakan program dan kegiatan tertentu
dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

4. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban Unit
Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri
kegiatan penyusunan Rencana Strategis, penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya
kepemerintahan yang baik dan terpercaya.

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai
kinerja Instansi Pemerintah.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis suatu organisasi.

8. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan
dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam
rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

9. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

(1) Ruang lingkup pengukuran kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja
program.
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TAHAPAN PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA
DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Persiapan pelaksanaan
pengukuran kinerja

Penetapan ukuran dan
referensi kine~a

Pengumpulan data
kinerja

Analisis data ukuran
kinerja

Pelaksana
Tim pengukur kinerja
(Koord. Setjen)

Tim pengukur kinerja
(Koord. Setjen)

Tim pengukur kinerja
(Koord. Setjen)

Tim pengukur kinerja
(Koord. Setjen)

Tim pengukur kinerja
(Koord. Setjen)
disampaikan kepada
Menteri dan Kepala Unit
Organisasi yang
bersangkutan

Pen"elasan
• Pembentukan tim pengukur kinerja

yang ditandatangani oleh Menteri
yang beranggotakan unsur unsur
dari Itjen dan Setjen

• Penyusunan rencana kerja
pelaksanaan pengukuran kinerja,
termasuk diantaranya alokasi
waktu, biaya, SDM, dan
en or anisasiann a

• Mengidentifikasi target rencana
kinerja dari dokumen perencanaan

• Mendata data base line kinerja
tahun sebelumnya

• Menetapkan kinerja pembanding
(di instansi atau di ne ara lain

• Pengukuran data kinerja aktual
tahun berjalan

• Pengukuran data kinerja
akumulatif dari tahun sebelumnya
(didalam rentang waktu Renstra)

• Elemen data yang dikumpulkan
meliputi data input, output, I

outcome, dan impact dari s.etialro ram/ke iatan an dilakukan
• Perbandingan kinerja aktual

dengan:
- Rencana/target
- Kinerja tahun sebelumnya I
- Kinerja di instansi/negara

pembanding I
• Perbandingan kinerja tahun .

berjalan dengan tahun sebelumnya
• Perbandingan kumulatif

pencapaian kinerja dengan target
en elesaian dalam Renstra__ ---1

• Tim pengukur menyampaikan hasil
pengukuran kepada kepala Unit
Organisasi yang bersangkutan
untuk mendapatkan opini dan
persetujuan

• Setelah data pengukuran kinerja
disetujui, maka laporan hasil
pengukuran tersebut disampaikan
Kepada Menteri sebagai laporan

• Menteri memerintahkan tim
evaluasl untuk menindaklanjuli I

hasil pengukuran kinerja untuk J
melakukan evaluasi kinerja yang
hasilnya akan dilaporkan dalam
bentuk THE (Laporan Hasil
Evaluasi)



(2) Pengukuran kinerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengukuran terhadap tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing kelompok Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap Unit
Kerja Setingkat Eselon II atau Unit Kerja Mandiri.

(3) Pengukuran kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengukuran terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang
diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan
sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
meliputi: persiapan pelaksanaan pengukuran kinerja, penetapan ukuran dan
referensi kinerja, pengumpulan data kinerja, analisis data ukuran kinerja, dan
pelaporan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Peraturan Menteri ini.

(1) Pengukuran kinerja program dilakukan dengan membandingkan antara rencana
~inerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan realisasi pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dihasilkan dari pelaksanaan program yang
dilakukan oleh suatu Unit Organisasi Setingkat Eselon I.

(2) Pengukuran kinerja program dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja Program (PKP) sebagaimana yang disampaikan pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal5
(1) Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara

rencana dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu Unit
Organisasi Setingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri.

(2) Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana yang disampaikan pada
Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap surat tugas pengukuran kinerja harus menghasilkan laporan hasil
pengukuran kinerja.

(2) Bentuk laporan hasil pengukuran kinerja disusun sesuai dengan format yang
disampaikan pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.



Sekretariat Jenderal dapat menetapkan kebijakan pengukuran kinerja yang
menyangkut ruang lingkup dan luasnya pengukuran kinerja yang akan dilaksanakan
pada setiap tahun.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2010

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PPN / BAPPENAS;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para

Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

6. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat
Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai den
KEPALABIRO

UMAR RIS SH MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196302201989031 001
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Realisasi Prosentase
Pencapaian
rencana
Tingkat
Ca aian

6

Indikator
Kinerja
Utama

Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)

Ditulis uraian Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam
tahun bersangkutan

Ditulis uraian sasaran yang telah ditetapkan dan direncanakan
untuk tahun yang bersangkutan. Sasaran dimaksud sebagaimana
telah ditulis pada Rencana Kinerja Tahunan.

Ditulis Indikator Kinerja Utama untuk tahun yang bersangkutan.
Indikator ini, sebagaimana telah dirumuskan pada Rencana
Kinerja Tahunan.

Ditulis rencana tingkat capaian (target) masing-masing Indikator
Kinerja Utama sebagaimana tertulis pada kolom 3. Rencana
tingkat capaian (target) ini sesuai dengan rencana tingkat capaian
(target) yang telah difetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Ditulis realisasi dari masing-masing rencana tingkat capaian
(target) setiap Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertulis pada
kolom 4.

Ditulis dengan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian
dengan membandingkan antara kolom 5 relatid terhadap kolom 4

Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan
sasaran, Indikator Kinerja Utama, rencana tingkat capaian serta
realisasinya.
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Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)

5

Indikator
Kinerja

Ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahun
bersangkutan.

Ditulis nama kegiatan dalam lingkup program sebagaimana ditulis
pada kolom 1

Ditulis indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan.
keluaran dan hasil, maupun indikator manfaat dan dampak.

Ditulis rencana tingkat capaian (target) untuk setiap indikator
kinerja yang ditetapkan, baik rencana kuantitatif maupun kualitatif

Ditulis prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target)
dari masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana
ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator
dimaksud

Ditulis berbagai hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan
realiasasi dan pencapaian target.
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FORMAT LAPORAN HASIL PENGUKURAN KINERJA
01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

OAFTAR ISI

A. Oasar Hukum Pengukuran Kinerja

B. Latar Belakang

C. Tujuan Pengukuran Kinerja

O. Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja

E. Metodologi Pengukuran Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

1. Perbandingan IKK rencana terhadap realisasi

2. Perbandingan IKK terhadap Tahun sebelumnya

3. Perbandingan IKK terhadap Instansi Pembanding

B. Pengukuran Kinerja Program

1. Perbandingan IKU rencana terhadap realisasi

2. Perbandingan IKU terhadap Tahun sebelumnya

3. Perbandingan IKU terhadap Instansi Pembanding

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran


